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Abstract: The purpose of this study is to find out about the term proof, which comes from 

the word "evidence" which means a thing (event and so on) that is sufficient to show the 

truth of a thing (the event). Proof is the act of proving. Proving is the same as giving 

(showing) evidence, doing something as the truth, carrying out, indicating, the act of 

proving, trying to show the right or wrong of the accused in court. Examined from a 

juridical perspective, according to M. Yahya Harahap, proving the provisions that contain 

outlines and guidelines on ways that are justified by law proves the guilt of the accused. 

Proof is also a provision that regulates evidence that is justified by law and regulates 

evidence that judges may use to prove the guilt of the accused. whether or not an 

investigation is carried out, is the beginning of proof. Likewise in the case of 

investigations, it is determined that there are actions by investigators to search for and 

collect evidence and with this evidence to make clear the crime that occurred in order to 

find the suspect. Therefore the provisions of Article 1 number 2 and number 5 of the 

Criminal Procedure Code emphasize that in order to carry out investigative, prosecution 

and examination actions in court hearings it begins with an act of investigation first. 

Concretely, evidentiary activities start from the investigation stage and end until a judge's 

decision is made before a court session, which is carried out either at the district court or 

high court level, in the event that the case is appealed. Proving in criminal cases is 

different from proving in civil cases. 

 

Keywords: Proof, Plagiarism, Character 

 

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adaflah untuk mengetahui mengenai Istilah 

pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) 

yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian 

adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) 

bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, perbuatan 

membuktian, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam persidangan. 

Dikaji dalam prespektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap, pembuktian ketentuan-

ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan 

undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian 

juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang 

dan mengatur alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan 

terdakwa.Aspek hukum pembuktian sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat 

atau tidaknya di lakukan penyidikan, merupakan awal pembuktian. Begitu pula dengan 

hal penyidikan , ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti dan dengan bukti tersebut nenbuat terang tindak pidana yang terjadi guna 

menemukan tersangkanya. Oleh karena itu ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 

KUHAP menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan penyudikan, penuntutan, 
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dan pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai dengan tindakan penyelidikan terlebih 

dahulu. Konkretnya, kegiatan pembuktian berawal dari tahap penyelidikan dan berakhir 

sampai adanya putusan hakim di depan sidang pengadilan, yang dilakukan baik ditingkat 

pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, dalam hal perkara tersebut dilakukan upaya 

hukum banding. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam 

perkara perdata. 

 

Kata Kunci: Pembuktian,Pelagiat,Karkater 

 

 

1. Pendahuluan  

Kemajuan teknonologi dan semakin canggihnya orang dalam menggunakan fungsi 

dari alat elektronik seperti Komputer, Tablet, Laptop dan Handphone telah menjadi salah 

satu variable penting yang memberikan pengaruh besar terhadap perubahan Undang-

undang hak cipta. Teknologi visual di satu sisi memiliki peran strategis dalam 

pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi media pelanggaran hukum di 

bidang hak cipta, sebut saja misalkan Kasus Plagiat vendor aplikasi game Mobile 

Legends yang dianggap melakukan plagiat terhadap berbagai item yang ada di 

perusahaan lain seperti League of Legends, Dota, dan sebagainya. 

Diketahui ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta yang mana Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul 

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Hak Cipta juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual di 

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam 

mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

2. Metode 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Normatif, 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan pustaka atau 

data sekunder yang ada kaitannya Pembuktian Unsur Plagiat Terhadap Karakter Visual 

Game. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk 

menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu 

hukum normatif tidak mengenal makna dan memberi nilai akan hukum tersebut tetapi 

hanya menggunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah 

normatif. 

Dari  judul  yang  dibahas  dari  penelitian  ini,  maka  penelitian  ini  bersifat deskriptif 

analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan,  

menelaah,  dan  menganalisa  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dihubungkan 

dengan teori hukum yang berkaitan dengan Pembuktian Unsur Plagiat Terhadap Karakter 

Visual Game. 
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Tipe penelitian dalam penulisan hukum ini adalah inventarisasi bahan hukum. 

Inventarisasi bahan hukum adalah peneliti menginventarisasi bahan hukum yang terkait 

dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam peneltian ini yaitu Pembuktian Unsur 

Plagiat Terhadap Karakter Visual Game. 

Dalam pengumpulan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi 

bahan hukum dan studi dokumen yang berkenaan dengan masalah . 

Dalam pengumpulan bahan hukum sekunder, dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu 

mempelajari buku-buku ataupun karya ilmiah yang ada relevansinya dengan pokok 

permasalahan Pembuktian Unsur Plagiat Terhadap Karakter Visual Game. 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan 

langkah berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-

langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif, terhadap bahan 

hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan yang mengacu terhadap pokok bahasan 

permasalahan. 

 Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dilah dan dibahas dengan metode kualitatid 

yaitu menginterprestasikan atau menterjemahkan dengan Bahasa peneliti tentang hasil 

penelitian untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang rasional dan dapat 

dipertenggungjawabkan. 

3. Problematika Pembuktian Plagiat Terhadap Hak Cipta Karakter 

Visual 

Tiru meniru dalam dunia hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta bukan lagi 

cerita baru. Namun demikian, banyak hal yang dapat digali.Semisal mengenai ukuran 

untuk mengatakan suatu karya cipta telah dijiplak itu tidak ada. Sedangkan ukuran 

tersebut hanyalah berdasarkan rasa keadilan dan pertimbangan majelis hakim yang 

menangani perkara tersebut.Demikian bagi-bagi pengalaman yang terungkap dalam 

sebuah diskusi bertajuk “Seluk Beluk Perlindungan Hak Cipta dalam Teori dan Praktik” 

di Jakarta, Rabu. Bahwa menurut Agus Sardjono mengatakan bahwa tidak ada ukuran 

baku yang mengatur tentang imitasi suatu karya.“Menurutnya juga meskipun hampir 

semua unsur-unsur karya tersebut mirip, tetapi tidak ada standard baku untuk mengatakan 

imitasi atau kemiripan suatu karya baik secara kualitatif maupun kuantitatif 

Bahwa terkait pada pembuktian aspek keperdataan maka hal ini dapat mengacu pada 

ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa; 

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk 

menggantikan kerugian tersebut.” 
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Bahwa jika Tindakan plagiat karakter visual game tersebut terdapat unsur-unsur pada 

pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanya orang yang melakukan kesalahan dan kesalahan 

tersebut menyebabkan orang lain menderita kerugian telah terpenuhi, maka orang atau 

subjek hukum yang melakukan kesalahan yang dengan sengaja menggunakan duplikasi 

atau plagiat karakter visual game tanpa izin dan sepengetahuan Penciptanya. Kemudian 

kesalahan tersebut menyebabkan kerugian bagi Pencipta baik atas hak moral dan hak 

ekonominya maka hal tersebut dapat di berikan ganti kerugian kepada pihak pencipta 

karakter visual game yang merasa dirugikan tersebut. 

Namun pembuktian ganti rugi ini lebih tepat diajukan setelah adanya putusan pidana 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Mengingat bahwa dalam putusan pidana 

menyatakan bahwa yang bersangkutan memang terbukti melakukan kesalahan. Hal 

tersebut untuk menjaga keselarasan putusan hakim dalam perkara pidana dan perdata. 

Sebenarnya dalam amar putusan tentang tindak pidana pelanggaran Hak Cipta, tuntutan 

ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi Pencipta/Pemegang Hak Cipta dapat diberikan 

serta dicantumkan sekaligus. Disertai dengan amar putusan untuk membayarkan ganti 

rugi paling lambat 6 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikeluarkan. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta. 

4. Penutup 

 

Bahwa terkait dengan Pengaturan Hukum Pembuktian Plagiat Terhadap Karakter 

Visual Game jika dalam ranah pidana maka dilakukan perlaporan terlebihdahulu karena 

termasuk delik aduan sebagaimana dalam Pasal 120 Undang-undangNomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta yang mana pembuktian pidana ini harus juga mengikuti 

ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, selain aspek pidana unsur pembuktian jika ranahnya 

perdata maka pembuktiannya menggunakan ketentuan pada Pasal 1866 KUHPerdata. 

Adapun ketentuan-ketentuan yang masuk unsur plagiarisme pada hak kekayaan 

intelektual dalam ranah pidana yaitu Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta, yang mana menentukan unsur pembuktian dalam ranah pidana yaitu 

berdasar pada pasal 184 ayat (1) KUHAP yang unsur alat bukti yang relevan menurut 

peneliti yaitu 1.Pembuktian jejak histori pembuatan karakter visual game yang mana 

masuk pada kategori petunjuk 2. Pembuktian kesamaan karakter game yang dibuat pada 

game yang berbeda yang mana masuk pada kategori petunjuk 3.Pembuktian adanya 

lisensi pembuatan karakter visual game tersebut yang mana masuk pada kategori 

pembuktian surat4.Adanya Keterangan ahli yang menyatakan adanya indikasi 
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plagiat.Adanya keuntungan dari hasil plagiat dari karakter game tersebut yang mana 

masuk pada kategori petunjuk. 
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